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PUTUSAN
Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.Tmk

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XxxX XXXXXXXxxXX yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 27
Desember 1994, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xxXxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX XXXXXX,
XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, KecamatanKawalu, xxxx
XXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Cianjur, 22 September 1982,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di XXX XXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX
XXKHXHXHXXXX, XXXXXXXXKX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Pengadilan Agama XXXX  XXXXXXXXXxX dengan Nomor
1932/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 22 November 2022 dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dibuktikan oleh salinan penetapan
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Pengadilan Agama XxxXX XXXXXXXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan
Salinan putusan Nomor : 112/Pdt.P/2019/PA.Tmk, tertanggal 31 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 dan sudah di karuniai 1
anak yang bernama :
0 XXXXX usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
0 Bahwa sejak Februari 2021 hubungan antara Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Tergugat kurang
memberikan nafkah wajib (ekonomi), Tergugat mempunyai idaman
lain (selingkuhan), Tergugat menikah lagi tanpa seizin pasangannya;
o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
Agustus 2022 Tergugat memberikan talak kepada Penggugat secara
tulisan;
0o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama
kurang lebi 1 tahun lamanya;
o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk
bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi
untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4, Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan
penghasilan tidak diketahui oleh Penggugat, maka jika terjadi perceraian
Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah
selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 dan mut'ah berupa uang
sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat
mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang
nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim
memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat
sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
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6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama xxxx XXxXxXxXxxxxxx cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
4, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx
XXXXXXXXXXX  untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah
Tergugat memenubhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 25 November 2022
dan 02 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan, Penggugat menyatakan
maksud gugatan perceraian tetap dipertahankan dan merubah isi gugatan
secara lisan Penggugat menyatakan merubah tanggal pernikahannya menjadi 5
Desember 2012 dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai XXXXXxXxXx
sehingga memberikan nafkah per bulan paling banyak Rp. 1.200.000 sebelum
pisah rumah dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan tidak memahami
maksud dari gugatan nafkah iddah dan mutah tersebut, yang mana maksudnya
diperuntukan untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk dirinya,
oleh karenanya gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang diperuntukan bagi
Penggugat dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX
tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx
XXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi salinan penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tmk tanggal 31
Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3278-LT-
19012021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx
XXXXXXXXXXX pada 19 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:
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1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan XxxxXx,
bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga
sekarang;

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh
kembang dengan baik dan tidak terlantar;

- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalakan kewajiban agama
seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang
emosional dan marah;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak
1 (satu) kali pada saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan
Tergugat serta pada saat itu Penggugat mengatakan kepada
Tergugat "kamu punya hubungan dengan wanita lain ya?" dan
Tergugat menjawab "tidak ada, kalau ga percaya ayo ikut saya
dagang bakso ke sumatra”;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak
Februari 2021,

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar
tentang Penggugat menduga Tergugat mempunyai hubungan
dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak Mei 2021 dan tidak pernah tinggal bersama lagi

sampai sekarang;
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- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan dan
bekerja sebagai pedagang bakso;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXxX, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga
sekarang;

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh
kembang dengan baik dan tidak terlantar;

- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalakan kewajiban agama
seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang
emosional dan marabh;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak
1 (satu) kali pada saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan
Tergugat serta pada saat itu Penggugat mengatakan kepada
Tergugat "saya mau kejelasan, pilih teh XXXXX atau saya?" dan
Tergugat menjawab "saya pilih teh XXXXX aja, kasihan udah punya
2 (dua) anak" kemudian Penggugat bertanya lagi "gimana nafkah
untuk kebutuhan anak? sekarang anak udah sekolah" dan Tergugat
menjawab "dibagi dua aja";

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak
Februari 2021,
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar
tentang Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan
kurang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak Mei 2021 dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai
sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan dan
bekerja sebagai pedagang bakso;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya
tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara
ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merubah secara lisan
tanggal pernikahan dalam posita, menjelaskan nafkah Tergugat dan mencabut
posita dan petitum tentang nafkah iddah dan mutah untuk dirinya yang mana
tidak dipahami oleh Penggugat adalah diperuntukan untuk dirinya padahal
maksudnya diperuntukan anaknya dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya, maka Pengadilan berpendapat permohonan
perubahan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271
dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal
Penggugat serta peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 5 Desember 2012
yang ditetapkan pada 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah
terbukti bahwa XXXXX lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 November 2015 adalah
anak ke satu dari XXXXX (Tergugat) sebagai ayah dan XXXXX (Penggugat)
sebagai ibu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta
saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua)
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah secara agama Islam sejak tanggal 5 Desember 2012;

2. Bahwa sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat
bertengkar tentang Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak
Mei 2021 lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi;

4, Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun pihak
keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat
hingga sekarang;

6. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dan bekerja sebagai
pedagang bakso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata
Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil
tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan secara ex officio
dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak
tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam
Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki
penghasilan dan bekerja sebagai xxxxxxxx bakso;
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Menimbang, bahwa Penggugat tidak memahami maksud dalam gugatan
nafkah iddah dan mut’ah untuk diri Penggugat namun sebenarnya diperuntukan
bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
Majelis Hakim secara hak ex officio akan membebani Tergugat untuk membayar
nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan dan kemampuan
Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan
kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:
Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b.
Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal
105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dianyatakan "semua biaya
hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin
hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai
berikut:

Mol laaa oY1 ole g
Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-

Muhadzdzab II: 177)

(ol Wle aisais plg ol o o (£,9
Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung

nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa adanya hikmah seorang ayah diwajibkan untuk
menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin
yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.
Dengan pemenuhan nafkah anaknya, maka seorang ayah akan dipaksa dan

menjadi terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta
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mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan
demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau
perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk
hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak
tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara materi,
akan tetapi lebih dari itu, yakni merupakan representasi dari kesadaran akan
tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari
mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah
adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas hak ex officio Majelis Hakim tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh
karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah
nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan
menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan
kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran
biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan
mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan
kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan
Tergugat, yang telah memperolah penghasilan setiap bulan karena Tergugat
bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana  telah
dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat
membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX
lahir di Tasikmalaya tanggal 12 November 2015, diberikan melalui Penggugat
sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan
dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, hingga
anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan
kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah pada anak

yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 12 November 2015,
melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap
bulan dengan penambahan sebesar 10% per tahun dari jumlah yang
ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
715000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi,
S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.l., S.H. LL.M. dan
Muhammad ‘Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota
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Muhammad 'Ilbadurrohman Al

Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp570.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
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